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Abstrak
 

Rencana Perdamaian dalam PKPU merupakan suatu penawaran yang diajukan oleh Debitor melalui suatu

dokumen hukum yang meliputi pembayaran utang-utangnya kepada Para Kreditor, dengan mekanisme yang

telah terlebih dahulu disepakati oleh Debitor dengan Para Kreditornya sebagaimana diatur dalam Pasal 281

ayat (1) UUK PKPU, namun dalam praktek, ternyata permasalahan pada proses pemungutan suara (voting)

atas rencana perdamaian tersebut dapat terjadi. Sebagaimana dalam Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Bahwa dalam putusan PKPU tersebut, setelah dilakukan proses pemeriksaan

terhadap kelengkapan dokumen kreditor, tim pengurus menyatakan bahwa terdapat dua kreditor yang tidak

dapat memberikan suaranya terhadap rencana perdamaian padahal Kreditor tersebut telah ditetapkan dalam

suatu Daftar Piutang Tetap. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, tulisan ini bertujuan

untuk menganalisis mengenai dikesampingkannya hak pemungutan suara (voting) kreditor dalam proses

persetujuan rencana perdamaian PKPU, serta pertimbangan Majelis Hakim dalam menjatuhkan putusan

pada Putusan Nomor 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa

ditetapkannya Kreditor dalam suatu Daftar Piutang Tetap menandakan bahwa Para Kreditor telah melewati

tahap verifikasi legalitas Para Kreditor; status tagihan, dan jumlah hak suara yang dimiliki. Sehingga tidak

terdapat kualifikasi maupun faktor apapun yang memungkinkan Hakim untuk mengesampingkan /

meniadakan hak suara Kreditor untuk melakukan voting atas Rencana Perdamaian. Akibat hukum

dikesampingkannya hak suara Kreditor tidak serta merta menghilangkan status sebagai Kreditor dan hak

tagihnya hilang, melainkan tetap ada sebagaimana dalam Daftar Piutang Tetap dan setelah perdamaian

disahkan maka akan mengikat seluruh Kreditor Konkuren, kecuali Kreditor Separatis sebagaimana dalam

Pasal 281 ayat (2) UUK PKPU, kemudian upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kasasi ke Mahkamah

Agung. Selanjutnya, terkait dengan analisis putusan, maka Hakim telah melanggar Pasal 281 ayat (1) UUK

PKPU.  

......The Reconciliation Plan in PKPU is an offer submitted by the Debtor through a legal document covering

payment of his debts to Creditors, with a mechanism that has been previously agreed upon by the Debtor

and his Creditors as stipulated in Article 281 paragraph (1) UUK PKPU, but in practice, it turns out that

problems in the voting process for the Reconciliation Plan can occur. As in Decision Number 12/Pdt.Sus-

PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. Whereas in the PKPU decision, after an examination of the completeness of

creditor documents, the management team stated that there were two creditors who were unable to vote on

the reconciliation plan even though the creditors had been determined in a List of Fixed Receivables. By
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using normative-juridical research methods, this article aims to analyze the exclusion of creditors' voting

rights in the approval process for the PKPU Reconciliation Plan, as well as the considerations of the Panel of

Judges in passing a decision on Decision Number 12/Pdt.Sus-PKPU/2021/PN.Niaga.Smg. The results of this

study are that the determination of Creditors in a Register of Receivables indicates that the Creditors have

passed the legality verification stage of the Creditors; the status of the invoice, and the number of voting

rights held. So that there are no qualifications or any factors that allow the Judge to set aside / cancel the

Creditors' voting rights to vote on the Reconciliation Plan.  The legal consequence of setting aside the

Creditor's voting rights does not necessarily eliminate the status as a Creditor and the rights to collect are

lost, but remain as in the List of Fixed Receivables and after the settlement is ratified, it will bind all

Creditors except Separatist Creditors as in Article 281 paragraph (2) UUK PKPU, then legal remedy that can

be done is cassation to the Supreme Court. Furthermore, related to the analysis of the decision, the Judge has

violated Article 281 paragraph (1) of the PKPU Law.


